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Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang 
perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 
KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 
Sedangkan  Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan 
khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
Kementerian Pehubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu menjalankan dan 
melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan 
penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian 
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif 
dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh 
aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang 
dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, 
tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi 
dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat 
udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan 
sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. 
Kata kunci : Kewenangan, Kantor Otoritas Bandar Udara 
 
Pendahuluan 
Transportasi antar kota yang sedang marak 
saat ini adalah transportasi udara, karena 
transportasi udara merupakan modal transpor-
tasi yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan 
nyaman.  Transportasi udara merupakan salah 
satu transportasi yang paling digemari oleh 
masyarakat, yakni transportasi udara niaga. 
Hal ini karena banyak digunakan untuk kepen-
tingan bisnis, kepentingan pariwisata dan ber-
bagai urusan lainnya, sehingga mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Perkem-
bangan pesat transportasi udara dapat dilihat 
dari semakin banyaknya maskapai pener-
bangan, seperti Lion Air, Citilink, Batavia Air, 
Air Asia, dan lainnya. Jasa penerbangan telah 
menjadi kebutuhan masyarakat luas. Pada 
waktu silam,  jasa penerbangan hanya diguna-
kan oleh masyarakat berpendapatan tinggi,  
tetapi sekarang sudah merupakan kebutuhan 
masyarakat berpendapatan menengah, dan 
bahkan masyarakat berpendapatan rendah. 
Sejalan dengan perkembangannya, trans-
portasi tetap harus mengutamakan keselama-
tan penerbangan. Keselamatan penerbangan 
merupakan tujuan utama dalam penyelengga-
raan transportasi udara (safety first). Penger-
tian penerbangan sendiri merupakan jasa 
pelayanan transportasi udara yang melibat-




portasi udara (pesawat terbang), ruang lalu 
lintas udara (rute penerbangan), terminal 
(bandar udara) yang terdiri atas prasarana 
(landasan pacu/runway, landasan hubung/ 
taxiway dan apron) dan sarana pesawat 
udara, muatan udara1. 
Kurun waktu 10 tahun terakhir ini kece-
lakaan sering terjadi seperti dialami oleh Lion 
Air jenis MD-82, Helikopter milik TNI-AL di 
Irian Jaya, Helikopter milik TNI-AU di 
Magelang, pesawat udara dan helikopter 
Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang 
menjalankan misi kemanusiaan di Banda 
Aceh, tergelincirnya Mandala Airlines di 
Semarang, Lion Air di Makasar, Selaparang 
dan Cassa 212 milik Polri, kecelakaan pesawat 
udara Mandala Airlines di Medan yang 
menewaskan 146 jiwa, dan teakhir pendaratan 
darurat Boeing 737-200 milik Adam Air di 
Tambolaka. Apabila diperhatikan dalam kurun 
waktu tersebut terdapat tidak kurang dari 45 
kecelakaan yang menewaskan 664 jiwa dan 88 
luka berat dan ringan yang dialami oleh 
berbagai jenis pesawat udara, milik berbagai 
perusahaan penerbangan yang terjadi di 
berbagai bandar udara di Indonesia. Tidak ada 
jenis pesawat udara tertentu maupun perusa-
haan penerbangan tertentu yang kebal ter-
hadap kecelakaan pesawat udara. Kecelakaan 
pesawat udara tidak dapat dihindarkan sama 
sekali, betapapun canggihnya teknologi pener-
bangan2.  
Pemerintah harus turut campur tangan guna 
melindungi kegiatan transportasi. Pemerintah 
membuat strategi untuk mencapai sasaran, 
yaitu mewujudkan transportasi udara yang 
efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. 
Salah satunya adalah dengan membentuk satu 
kesatuan jaringan penerbangan Sistem Trans-
portasi Udara Nasional (Sistranas). Sesuai 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara, bahwa transportasi me-
rupakan suatu urusan pemerintahan. Tujuan 
Sistranas adalah terwujudnya transportasi 
udara yang efektif dan efisien dalam menun-
                                                             
1Sakti Adji Adisasmita, Penerbangan dan Bandar 
Udara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5. 
2Ekojuli.wordpress.ccom/2009/05/22/juara-kecelakaan-
pesawat/ 
jang dan sekaligus menggerakkan dinamika 
pembangunan, meningkatkan mobilitas manu-
sia, barang dan jasa, membantu terciptanya 
pola distribusi nasional yang mantap dan 
dinamis, serta mendukung pengembangan 
wilayah, dan lebih memantapkan perkemba-
ngan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan 
Nusantara dan peningkatan hubungan inter-
nasional3.  
Di Indonesia, Kementerian Perhubungan 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
di bidang perhubungan dalam pemerintahan 
untuk membantu Presiden dalam menyele-
nggarakan pemerintahan negara yang diatur 
lebih detail pada Peraturan Menteri Perhu-
bungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhu-
bungan. Sedangkan  Transportasi Udara di 
Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhu-
bungan khususnya Direktorat Jenderal Perhu-
bungan Udara. Sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pem-
bentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
Kementerian Pehubungan adalah salah satu 
kementerian yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Presiden yang mem-
punyai tugas menyelenggarakan urusan ter-
tentu dalam pemerintahan untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerin-
tahan megara. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
menyebutkan, bahwa Kementerian Perhubu-
ngan menyelenggarakan fungsi, diantaranya : 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya; 
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung  jawabnya;  
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bi-
dangnya;  
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan super-
visi atas pelaksanaan urusan kementerian di 
daerah; dan 
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala 
nasional. 
 
                                                             
 
3Sakti Adji Adisasmita, Op. Cit., h.  40. 




Keamanan dan keselamatan penerbangan 
memiliki peranan yang penting dan strategis 
dalam penyelenggaraan penerbangan, sehi-
ngga penyelenggaraannya dikuasai oleh ne-
gara. Pembinaannya dilakukan oleh peme-
rintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan 
keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. 
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 
meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, 
pendayagunaan, dan pengembangan sistem 
pelayanan keamanan dan keselamatan pener-
bangan. Hal ini merupakan upaya untuk me-
wujudkan penyelenggaraan penerbangan yang 
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur 
serta terpadu dengan moda transportasi lain. 
Pemerintah mengatur Keamanan dan Kese-
lamatan Penerbangan, yang diatas dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001. 
Ketentuan tersebut bertujuan untuk pengenda-
lian dan pengawasan dalam kegiatan rancang 
bangun, pembuatan, pengoperasian dan pera-
watan. Menteri melakukan pembinaan terha-
dap keamanan dan keselamatan penerbangan. 
Pengaplikasian keamanan dan keselamatan 
penerbangan tersebut, dibutuhkan adanya 
suatu usaha dengan mengeluarkan beberapa 
peraturan keselamatan penerbangan yang 
harus dipatuhi semua pihak. Peraturan kese-
lamatan tersebut juga termasuk dibahas dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan, serta Peraturan Menteri, Kepu-
tusan Menteri, sampai Surat Keputusan. 
Pemerintah dalam perwujudan menjamin 
keselamatan, keamanan dan pelayanan pener-
bangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan 
Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Penerbangan adalah dengan me-
ningkatkan sistem pengawasan terhadap pe-
nerbangan, termasuk operator penerbangan. 
Dalam menjalankan tugasnya, yakni memas-
tikan tingkat kesesuaian pengaplikasian ope-
rator dengan aturan internasional yang ber-
laku. Oleh karena itu, dibentuk Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Otoritas Bandar Udara (PermenHub 
Nomor 41 Tahun 2011). Peraturan Menteri ini 
merubah tata cara organisasi sebelumnya, 
yaitu Kantor Administrator Bandar Udara.  
Menurut ketentuan Pasal 4 PermenHub 
Nomor 41 Tahun 2011, Kantor Otoritas 
Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 
(tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kelas Utama, Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kelas I dan Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kelas II. Dalam ketentuan Pasal 4 
Kantor Otoritas Bandar Udara tersebut,  juga 
mengatur Tugas Pokok melaksanakan penga-
turan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
penerbangan di bandar udara. Selain itu, 
ketentuan Pasal 4 menyebutkan, bahwa Kantor 
Otoritas Bandar Udara juga memiliki fungsi di 
antaranya : 
a. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan terhadap keselamatan, keama-
nan, kelancaran, serta kenyamanan pener-
bangan di bandar udara; 
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerin-
tahan di bandar udara; 
c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan dibidang fasilitas, pelayanan 
dan pengoperasian bandar udara; 
d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan penggunaan lahan daratan dan/ 
atau perairan bandar udara sesuai dengan 
rencana induk bandar udara; 
e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan penggunaan Kawasan Kese-
lamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan 
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta 
Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar 
Udara (DLKP); 
f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan pelaksanaan standar kinerja 
operasional pelayanan bandar udara, ang-
kutan udara, keamanan penerbangan, pesa-
wat udara dan navigasi penerbangan; 
g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan pelaksanaan pelestarian ling-
kungan bandar udara; 
h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan di bidang angkutan udara, 
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat 
udara di bandar udara, pelaksanaan keten-
tuan mengenai organisasi perawatan pesa-
wat udara, serta sertifikat kompetensi dan 





i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar 
lanjutan (continous airworthiness certifi-
cate) untuk pesawat udara bukan kategori 
transport (non transport category) atau 
bukan niaga (non commercial); 
j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan dibidang keamanan pener-
bangan dan pelayanan darurat dibandar 
udara; 
k. Pelaksanaan urusan administrasi dan ke-
rumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar 
Udara. 
Padahal kekatnya, PermenHub Nomor 41 
Tahun 2011 dibuat untuk meningkatkan 
Pengawasan Penerbangan. Diharapkan dengan 
adanya peraturan tersebut, tingkat kecelakaan 
transportasi udara semakin menurun, karena 
pengawasan yang semakin dekat. Peraturan 
Menteri tersebut masih belum sempurna, baik 
dari segi prosedur dan proses, maupun muatan 
materinya. 
RumusanMasalah 
a. Bagaimana  kewenangan Kantor Otoritas 
Bandar Udara sejak berlakunya PermenHub 
Nomor 41 Tahun 2011?  
b. Mengapa materi muatan Pasal 28 Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 
2011 tidak sesuai dengan kewenangan 
Kantor Otoritas Bandar Udara? 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif. Titik berat penelitian hukum 
normatif terletak pada kajian hukum terhadap 
hukum positif, yang meliputi 3 (tiga) lapisan 
keilmuan hukum, yang terdiri atas dogmatika 
hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. 
Untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan, digunakan metode pendekatan 
yang khas dalam penelitian hukum normatif, 
yaitu pendekatan peraturan perundang-unda-
ngan (Statute approach), ditunjang dengan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). 
 
Pembahasan  
Kewenangan Otoritas Bandar Udara Sejak 
Diundangkannya Undang-Undang Pener-
bangan Nomor 1 Tahun 2009 
Pada uraian sebelumnya telah disebutkan 
bahwa diterbitkannya PermenHub Nomor 41 
Tahun 2011 didasarkan atas ketentuan Pasal 
231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai otori-
tas bandar udara diatur dengan Peraturan 
Menteri, yang berarti bahwa PermenHub 
Nomor 41 Tahun 2011 khusus mengatur 
mengenai tugas dan wewenang otoritas 
Bandar Udara, meskipun demikian dalam 
PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 mengatur 
mengenai tugas dan tidak mengatur mengenai 
wewenang. Sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara 
merupakan Unit Pelaksana Teknis di ling-
kungan Kementerian Perhubungan yang bera-
da di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jende-
ral Perhubungan Udara. Kewenangan terkait 
ketentuan mengenai kedudukan dan hubungan 
pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar 
Udara, dalam pelaksanaannya dilimpahkan 
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 
Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh 
seorang Kepala. Ketentuan Pasal 1 menjelas-
kan bahwa Menteri Perhubungan memberi 
wewenang kepada Direktur Jenderal Perhu-
bungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara 
berkaitan dengan kedudukan dan hubungan 
pertanggungjawaban dalam pengelolaan ban-
dar udara. 
Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai 
tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, 
dan pengawasan kegiatan penerbangan di 
bandar udara, mengenai pengaturan pengenda-
lian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di 
bandar udara merupakan suatu penjabaran 
lebih lanjut dari ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan tersebut meli-
puti penetapan kebijakan umum dan teknis 
yang terdiri atas penentuan norma, standar, 
pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur 
termasuk persyaratan keselamatan dan keama-
nan penerbangan serta perizinan. Pengendalian 
meliputi pemberian arahan, bimbingan, pela-
tihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan tek-
nis di bidang pembangunan dan pengopera-
sian. Pengawasan meliputi kegiatan penga-
wasan pembangunan dan pengoperasian agar 




sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
termasuk melakukan tindakan korektif dan 
penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan 
dilakukan dengan memperhatikan seluruh 
aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan 
untuk memperlancar arus perpindahan orang 
dan/atau barang secara massal melalui ang-
kutan udara dengan selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya 
guna, dengan biaya yang wajar; meningkatkan 
penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, 
kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, 
serta perlindungan lingkungan sebagai bagian 
dari keseluruhan moda transportasi secara 
terpadu dengan memanfaatkan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; mengem-
bangkan kemampuan armada angkutan udara 
nasional yang tangguh serta didukung industri 
pesawat udara yang andal sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam 
negeri maupun dari dan ke luar negeri;  
mengembangkan usaha jasa angkutan udara 
nasional yang andal dan berdaya saing serta 
didukung kemudahan memperoleh pendanaan, 
keringanan perpajakan, dan industri pesawat 
udara yang tangguh sehingga mampu mandiri 
dan bersaing; meningkatkan kemampuan dan 
peranan kebandarudaraan serta keselamatan 
dan keamanan penerbangan dengan menjamin 
tersedianya jalur penerbangan dan navigasi 
penerbangan yang memadai dalam rangka 
menunjang angkutan udara; mewujudkan sum-
ber daya manusia yang berjiwa kedirganta-
raan, profesional, dan mampu memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan 
memenuhi perlindungan lingkungan dengan 
upaya pencegahan dan penanggulangan pence-
maran yang diakibatkan dari kegiatan ang-
kutan udara dan kebandarudaraan, dan pence-
gahan perubahan iklim, serta keselamatan dan 
keamanan penerbangan. 
 
Tugas Otoritas Bandara Udara Dalam 
Pelayanan  
Otoritas Bandar Udara dalam melaksana-
kan tugas, menyelenggarakan fungsi pelak-
sanaan pengaturan, pengendalian, dan penga-
wasan terhadap keselamatan, keamanan, ke-
lancaran, serta kenyamanan penerbangan di 
bandar udara; pelaksanaan koordinasi kegiatan 
pemerintahan di Bandar udara; pelaksanaan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan di 
bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian 
bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pe-
ngendalian, dan pengawasan penggunaan la-
han daratan dan/atau perairan bandar udara 
sesuai dengan rencana induk bandar udara; 
pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan penggunaan Kawasan Kesela-
matan Operasi Penerbangan (KKOP) dan 
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Dae-
rah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara 
(DLKP); pelaksanaan pengaturan, pengenda-
lian, dan pengawasan pelaksanaan standar 
kinerja operasional pelayanan Bandar udara, 
angkutan udara, keamanan penerbangan, pesa-
wat udara dan navigasi penerbangan; pelaksa-
naan pengaturan, pengendalian, dan penga-
wasan pelaksanaan pelestarian lingkungan 
bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pe-
ngendalian, dan pengawasan di bidang ang-
kutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian 
pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan 
ketentuan mengenai organisasi perawatan 
pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan 
lisensi personel pengoperasian pesawat udara; 
pemberian sertifikat kelaikudaraan standar 
lanjutan (continous airworthiness certificate) 
untuk pesawat udara bukan kategori transport 
(non transport category) atau bukan niaga 
(non commercia/); pelaksanaan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan di bidang 
keamanan penerbangan dan pelayanan darurat 
di bandar udara; dan pelaksanaan urusan 
administrasi dan kerumahtanggaan. Fungsi ini 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009, yaitu melakukan pengawasan dan 
pengendalian secara internal atas kelaikan 
fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur 
perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar 
udara, serta kompetensi personel bandar uda-
ra; dan memberikan laporan secara berkala 
kepada Menteri dan otoritas bandar udara. 
Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Oto-
ritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 
(tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kelas Utama; Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kelas I; dan  Kantor Otoritas Bandar 




Kantor Otoritas Bandara Kelas Utama ter-
diri atas Bagian Tata Usaha; Bidang Pelaya-
nan dan Pengoperasian Bandar Udara; Bidang 
Angkutan Udara dan Kelaikudaraan; Bidang 
Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Daru-
rat; Kelompok Inspektur Penerbangan; dan  
Kelompok labatan Fungsional. 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me-
laksanakan urusan administrasi dan kerumah 
tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara. 
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata 
Usaha menyelenggarakan fungsi penyiapan 
bahan penyusunan rencana strategis, rencana 
kerja dan program kegiatan serta pengelolaan 
data dan informasi; pelaksanaan urusan 
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penge-
lolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dan pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN); pelaksanaan administrasi penerbitan 
izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area / 
SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan 
menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas 
Bandar Udara; pelaksanaan urusan kepegawai-
an, pelaksanaan urusan hukum, hubungan 
masyarakat surat menyurat, kearsipan dan 
dokumentasi, pelayanan informasi publik, per-
lengkapan serta rumah tangga; dan  pelak-
sanaan evaluasi dan penyusunan laporan  
Bagian tata usaha terdiri atas sub bagian 
perencanaan dan bagian keuangan dan  sub 
bagian umum dan kepegawaian. Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan ren-
cana strategis, rencana kerja dan program 
kegiatan, pengelolaan data dan informasi, 
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 
pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN), administrasi penerbitan izin perge-
rakan orang dan kendaraan di daerah keama-
nan terbatas (Security Restricted /lrea/SRA) 
serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, hukum, 
hubungan masyarakat, surat menyurat, kear-
sipan dan dokumentasi, pelayanan informasi 
publik, perlengkapan, rumah tangga serta 
evaluasi dan pelaporan. 
Bidang Pelayanan dan Pengoperasian 
Bandar Udara mempunyai tugas melaksana-
kan penyiapan pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan 
bandar udara, pelayanan dan pengoperasian 
bandar udara, pengendalian dan pengawasan 
penggunaan lahan daratan dan/atau perairan 
Bandar udara sesuai dengan rencana induk 
bandar udara, penggunaan Kawasan Kesela-
matan Operasi Penerbangan (KKOP), Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Ling-
kungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), 
pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas 
dan peralatan navigasi penerbangan, pelak-
sanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dan standar kinerja operasional pelayanan, dan 
pengoperasian bandar udara serta sertifikat 
kompetensi dan lisensi personel bandar udara 
dan navigasi penerbangan. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelaya-
nan dan Pengoperasian Bandar Udara menye-
lenggarakan fungsi penyiapan bahan penga-
turan, pengawasan dan pengendalian fasilitas 
dan peralatan bandar udara; penyiapan bahan 
pengawasan dan pengendalian fasilitas dan 
peralatan navigasi penerbangan; penyiapan 
bahan pengawasan dan pengendalian pela-
yanan dan tarifjasa kebandarudaraan serta jasa 
terkait bandar udara;  penyiapan bahan penga-
wasan dan pengendalian pelaksanaan rencana 
induk bandar udara penyiapan bahan penga-
wasan dan pengendalian pelestarian ling-
kungan; penyiapan bahan pelaksanaan penga-
turan, pengendalian, dan pengawasan pelaksa-
naan standar kinerja operasional pelayanan 
bandar udara; dan penyiapan bahan penga-
wasan dan pengendalian pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompe-
tensi dan lisensi personel bandar udara dan 
navigasi penerbangan. 
Bidang pelayanan dan pengoperasian 
Banda Udara terdiri atas seksi fasilitas dan 
pelayanan, dan seksi pengoperasian Bandar 
udara. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar 
lJdara mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan 
pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan 
pengawasan dan pengendalian peralatan dan 
fasilitas bandar udara serta navigasi pener-
bangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa 




terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan standar 
kinerja operasional fasilitas, peralatan dan 
pelayanan bandar udara dan navigasi pener-
bangan. Seksi Pengoperasian Bandar Udara 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
reneana induk bandar udara, pelestarian ling-
kungan, sertifikat kompetensi dan lisensi 
personel Bandar udara dan navigasi pener-
bangan.  
Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
kegiatan angkutan udara, serta penyiapan 
pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian 
pesawat udara, pelaksanaan ketentuan menge-
nai organisasi perawatan pesawat udara, serti-
fikat kompetensi dan lisensi personel pengo-
perasian pesawat udara, pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja 
operasional pelayanan kegiatan angkutan 
udara dan pengoperasian pesawat udara, pem-
berian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan 
(contino us airworthiness certificate) untuk 
pesawat udara bukan kategori transport (non 
transport category) atau bukan niaga (non 
commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi 
fasilitasi kegiatan penerbangan internasional 
(Facilitation/FAL).  
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ang-
kutan Udara dan Kelaikudaraan menyelengga-
rakan fungsi penyiapan bahan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan angkutan udara 
dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;  
penyiapan bahan pengendalian dan penga-
wasan tarir jasa angkutan udara dan penunjang 
angkutan udara; penyiapan bahan pelaksanaan 
dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan 
intemasional (Facilitation/FAL); penyiapan 
bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengo-
perasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan 
mengenai organisasi perawatan pesawat udara, 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) angkutan udara dan pesawat udara serta 
sertifikat kompetensi dan lisensi personel 
pengoperasian pesawat udara, serta pelak-
sanaan standar kinerja operasional pelayanan 
angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang 
angkutan udara serta pengoperasian pesawat 
udara; dan penyiapan bahan pemberian serti-
fikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous 
airworthiness certificate) untuk pesawat udara 
bukan kategori transport (non transport cate-
gory) atau bukan niaga (non commercial). 
Bidang angkutan udara dan kelaikudaraan 
terdiri atas Seksi angkutan udara, dan Seksi 
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat 
udara. Seksi Angkutan Udara mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan angkutan udara 
dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara, 
penyiapan bahan pengendalian dan penga-
wasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang 
angkutan udara, pelaksanaan Standar Opera-
sional Prosedur (SOP) dan standar kinerja 
operasional pelayanan kegiatan angkutan 
udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasili-
tasi kegiatan penerbangan internasional 
(Facilitation/FAL). Seksi Kelaikudaraan dan 
Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pengawa-
san kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat 
udara, pelaksanaan ketentuan mengenai orga-
nisasi perawatan pesawat udara, sertifikat 
kompetensi dan lisensi personel pengoperasian 
pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasio-
nal Prosedur (SOP), standar kinerja operasio-
nal pelayanan pengoperasian pesawat udara 
serta pemberian sertifikat kelaikudaraan stan-
dar lanjutan (continous airworthiness certifi-
cate) untuk pesawat udara bukan kategori 
transport (non transport category) atau bukan 
niaga (non commercial). 
Bidang Keamanan Penerbangan dan Pela-
yanan Darurat mempunyai tugas melaksana-
kan penyiapan pengaturan fasilitas dan pera-
latan keamanan penerbangan, penanganan 
pengangkutan barang berbahaya dan pelaya-
nan darurat, penyiapan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasio-
nal pelayanan keamanan penerbangan, pena-
nganan pengangkutan barang berbahaya dan 
pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan 
lisensi personel keamanan penerbangan, pena-
nganan pengangkutan barang berbahaya dan 
pelayanan darurat. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kea-




menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan 
darurat; penyiapan bahan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan standar kinerja 
operasional pelayanan keamanan penerba-
ngan, Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dan sertifikat kompetensi dan lisensi personil, 
kemanan penerbangan dan penanganan 
pengangkutan barang berbahaya serta pela-
yanan darurat; penyiapan bahan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan penanganan 
pengangkutan barang berbahaya; penyiapan 
bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan 
usaha jasa penanganan pengangkutan barang 
berbahaya (Regulated Agent); penyiapan ba-
han pelaksanaan pengujian, penilaian dan 
pemeriksaan usulan izin serta pengawasan 
pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area / 
SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan 
menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas 
Bandar Udara; dan penyiapan bahan pelak-
sanaan pengaturan, pengendalian, dan penga-
wasan pelaksanaan standar kinerja operasional 
keamanan penerbangan dan pelayanan darurat.  
Bidang keamanan penerbangan dan pela-
yanan darurat terdiri atas Seksi keamanan 
penerbangan, dan Seksi pelayanan darurat. 
Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan fasilitas dan 
peralatan keamanan penerbangan, kegiatan 
usaha jasa penanganan pengangkutan barang 
berbahaya (Regulated Agent), penyiapan ba-
han pengendalian dan pengawasan pelaksa-
naan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
keamanan penerbangan, penanganan pengang-
kutan barang berbahaya dan standar kinerja 
operasional keamanan penerbangan, sertifikat 
kompetensi dan lisensi personil, keamanan 
penerbangan, penanganan pengangkutan ba-
rang berbahaya serta pengujian, penilaian dan 
pemeriksaan usulan izin serta pengawasan 
pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area / 
SRA) pada Bandar udara yang diusahakan dan 
menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas 
Bandar Udara. Seksi Pelayanan Darurat mem-
punyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
fasilitas dan peralatan pelayanan darurat, 
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan stan-
dar kinerja operasional pelayanan pelayanan 
darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi 
personil, PKP-PK serta salvage. 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me-
laksanakan urusan administrasi dan kerumah 
tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.  
Dalam melaksanakan tugas. Bagian Tata 
Usaha menyelenggarakan fungsi  penyiapan 
bahan penyusunan rencana strategis. rencana 
kerja dan program kegiatan serta pengelolaan 
data dan informasi; pelaksanaan urusan 
perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. Penge-
lolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP). Pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN); pelaksanaan administrasi penerbitan 
izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area / 
SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan 
menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas 
Bandar Udara pelaksanaan urusan kepega-
waian pelaksanaan urusan hukum. hubungan 
masyarakal. Surat menyurat, kearsipan dan 
dokumentasi, pelayanan informasi publik, 
perlengkapan serta rumah tangga: dan pelak-
sanaan evaluasi dan penyusunan laporan Sub 
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempu-
nyai tugas melakukan penyiapan bahan penyu-
sunan rencana strategis, rencana kerja dan 
program kegiatan, pengelolaan data dan infor-
masi, urusan perbendaharaan, akuntansi, veri-
fikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN), administrasi penerbitan izin 
pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area I 
SRA) serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas 
melakukan urusan kepegawaian, hukum, hu-
bungan masyarakat. surat menyurat, kearsipan 
dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, 
perlengkapan, rumah tangga selia evaluasi dan 
pelaporan. 
Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan 
Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksana-
kan penyiapan pengaturan fasilitas dan pera-
latan keamanan penerbangan, penanganan 




pengangkutan barang berbahaya, pelayanan 
darurat, dan kegiatan angkutan udara, penga-
turan, pengendalian dan pengawasan kegiatan 
angkutan udara, keamanan penerbangan, pena-
nganan pengangkutan barang berbahaya, pela-
yanan darurat, serta pengawasan kelaiku-
daraan dan pengoperasian pesawat udara, 
pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi 
perawatan pesawat udara, sertifikat kompe-
tensi dan lisensi personel keamanan pener-
bangan, penanganan pengangkutan barang 
berbahaya dan pelayanan darurat, pengopera-
sian pesawat udara, pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja 
operasional pelayanan keamanan penerba-
ngan, penanganan pengangkutan barang ber-
bahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan 
udara dan pengoperasian pesawat udara, 
pemberian sertifikat kelaikudaraan standar 
lanjutan (continous airworthiness certificate) 
untuk pesawat udara bukan kategori transport 
(non transport category) atau bukan niaga 
(non commercial) serta pelaksanaan dan koor-
dinasi fasilitasi kegiatan penerbangan inter-
nasional (Facilitation/FAL). 
Dalam melaksanakan tugas Bidang Keama-
nan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan 
menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang 
angkutan udara; penyiapan bahan pengenda-
lian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara 
dan penunjang angkutan udara; penyiapan 
bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi 
kegiatan penerbangan internasional (Facilita-
tion/FAL);  penyiapan bahan pengaturan, pe-
ngendalian dan pengawasan fasilitas keama-
nan penerbangan, penanganan pengangkutan 
barang berbahaya dan pelayanan darurat; 
penyiapan bahan pengendalian dan penga-
wasan kegiatan usaha jasa penanganan 
pengangkutan barang berbahaya (Regulated 
Agent); penyiapan bahan pelaksanaan pengu-
jian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin 
serta pengawasan pergerakan orang dan 
kendaraan di daerah keamanan terbatas 
(Security Restricted Area / SRA) pada bandar 
udara yang diusahakan dan menjadi tempat 
kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; 
penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan 
dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan 
ketentuan mengenai organisasi perawatan 
pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasio-
nal Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat 
udara, pelayanan keamanan penerbangan, 
penanganan pengangkutan barang berbahaya 
dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompe-
tensi dan lisensi personel pengoperasian pesa-
wat udara, keamanan penerbangan, penanga-
nan pengangkutan barang berbahaya dan 
pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar 
kinerja operasional pelayanan keamanan pe-
nerbangan dan pelayanan darurat, angkutan 
udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan 
udara serta pengoperasian pesawat udara; dan 
penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaiku-
daraan standar lanjutan (contino us airwor-
thiness certificate) untuk pesawat udara bukan 
kategori transport (non transport category) 
atau bukan niaga (non commercial). 
Seksi Keamanan Penerbangan dan Pela-
yanan Darurat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan fasilitas dan peralatan kea-
manan penerbangan serta pelayanan darurat, 
kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan 
barang berbahaya (Regulated Agent), penyia-
pan bahan pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) keamanan penerbangan, penanganan 
pengangkutan barang berbahaya dan standar 
kinerja operasional keamanan penerbangan, 
pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan 
lisensi personil keamanan penerbangan, PKP-
PK dan salvage serta pengujian, penilaian dan 
pemeriksaan us ulan izin serta pengawasan 
pergerakan orang dan kendaraan di daerah 
keamanan terbatas (Security Restricted Area / 
SRA) pada Bandar udara yang diusahakan dan 
menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas 
Bandar Udara. Seksi Angkutan Udara, Kelai-
kudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
kegiatan angkutan udara, serta penyiapan 
pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian 
pesawat udara, pelaksanaan ketentuan menge-
nai organisasi perawatan pesawat udara, serti-
fikat kompetensi dan lisensi personel pengo-




Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja 
operasional pelayanan kegiatan angkutan 
udara dan pengoperasian pesawat udara, 
pemberian sertifikat kelaikudaraan standar 
lanjutan (continous airworthiness certificate) 
untuk pesawat udara bukan kategori transport 
(non transport category) atau bukan niaga 
(non commercial) serta pelaksanaan dan 
koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan 
internasional (FacilitationlF AL). Subbagian 
Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana strate-
gis, rencana kerja dan program kegiatan, 
melakukan pengelolaan data dan informasi, 
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 
pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN), kepegawaian, hukum, hubungan 
masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan 
dokumentasi, pelayanan informasi publik, 
perlengkapan, rumah tangga, administrasi 
penerbitan izin pergerakan orang dan kenda-
raan di daerah keamanan terbatas (Security 
Restricted Area / SRA) serta evaluasi dan 
pelaporan. 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai 
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Kelompok 
jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tena-
ga fungsional yang terbagi, dalam kelompok 
jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas 
keahliannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kelompok jabatan 
fungsional dikoordinasikan oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.  Jumlah 
tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang 
jabatan fungsional diatur berdasarkan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku. 
Kelompok inspektur penerbangan mempunyai 
tugas melakukan audit, inspeksi, pengamatan 
(surveillance), pemantauan (monitoring), sur-
vei dan pengujian (test)angkutan udara, bandar 
udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara 
dan pengoperasian pesawat udara. Serta kea-
manan penerbangan.  
Kelompok inspektur penerbangan terdiri 
atas sejumlah tenaga Inspektur Penerbangan 
yang terbagi dalam kelompok Inspektur Pener-
bangan bidang angkutan udara, bandar udara, 
navigasi penerbangan, kelaikan udara dan 
pengoperasian pesawat udara, serta keamanan 
penerbangan. Kelompok Inspektur Penerba-
ngan dikoordinasikan oleh seorang Koor-
dinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara. Jumlah Inspektur 
Penerbangan ditentukan berdasarkan kebutu-
han dan beban kerja. Pada Kantor Otoritas 
Bandar Udara dapat dibentuk wilayah kerja 
sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organi-
sasi dan beban kerja. Wilayah Kerja Kantor 
Otoritas Bandar lJdara merupakan satuan 
tugas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar 
Udara. Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar 
Udara dipimpin oleh seorang Koordinator 
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas 
Bandar Udara. Wilayah Kerja Kantor Otoritas 
Bandar Udara melaksanakan tugas berdasar-
kan penugasan yang diberikan oleh Kepala 
Kantor Otoritas Bandar Udara. Perubahan 
wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran Peraturan Menteri ini diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri. 
 
Eksistensi Ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor Pm 41 Tahun 
2011Kaitannya  Dengan Kewenangan 
Kantor Otoritas Bandar Udara 
Bidang Pelayanan dan Pengoperasian 
Bandar Udara mempunyai tugas melaksana-
kan penyiapan pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan 
bandar udara, pelayanan dan pengoperasian 
bandar udara, penyiapan pengendalian dan 
pengawasan penggunaan lahan daratan dan/ 
atau perairan bandar udara sesuai dengan 
rencana induk bandar udara, penggunaan 
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
(KKOP) dan Daerah Lingkungan Kel:ja 
(DLKr) serta Daerah l.ingkungan Kepentingan 
Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan 
Bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi 
penerbangan, pelaksanaan Standar Operasio-
nal Prosedur (SOP) dan standar kinerja opera-
sional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan 
dan pengoperasian bandar udara dan navigasi 
penerbangan dan pengoperasian bandar udara 




serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel 
bandar udara dan navigasi penerbangan.  
Kewenangan otoritas Bandar Udara berkaitan 
dengan pengawasan merupakan wewenang 
yang seharusnya dikuasai oleh Negara, yang 
kemudian wewenang tersebut diserahkan 
kepada otoritas Bandar Udara sesuai dengan 
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 bahwa Penerbangan dikuasai oleh 
negara dan pembinaannya dilakukan oleh 
Pemerintah. Pembinaan Penerbangan meliputi 
aspek pengaturan, pengendalian, dan pe-
ngawasan. Pengaturan, penetapan kebijakan 
umum dan teknis yang terdiri atas penentuan 
norma, standar, pedoman, kriteria, perenca-
naan, dan prosedur termasuk persyaratan 
keselamatan dan keamanan penerbangan serta 
perizinan.  
Pengendalian meliputi pemberian arahan, 
bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, 
serta bantuan teknis di bidang pembangunan 
dan pengoperasian. Pengawasan meliputi kegi-
atan pengawasan pembangunan dan pengo-
perasian agar sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan termasuk melakukan tindakan 
korektif dan penegakan hukum.  
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pela-
yanan dan Pengoperasian Bandar Udara me-
nyelenggarakan fungsi Bidang Pelayanan dan 
Pengoperasian Bandar Udara mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan di bidang 
fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan 
dan pengoperasian bandar udara, penyiapan 
pengendalian dan pengawasan penggunaan 
lahan daratan dan/atau perairan bandar udara 
sesuai dengan rencana induk bandar udara, 
penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbangan melakukan penyiapan bahan 
pengaturan, pengawasan dan pengendalian 
fasilitas dan peralatan bandar udara, penyiapan 
bahan pengaturan, pengawasan dan pengenda-
lian fasilitas dan peralatan bandar udara; 
penyiapan bahan pengawasan dan pengen-
dalian fasilitas dan peralatan navigasi pener-
bangan; penyiapan bahan pengawasan dan 
pengendalian pelayanan dan tarifjasa keban-
darudaraan serta jasa terkait bandar udara; 
penyiapan bahan pengawasan dan pengenda-
lian pelaksanaan rencana induk bandar udara;  
penyiapan bahan pengawasan dan pengenda-
lian pelestarian lingkungan; penyiapan bahan 
pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan  
pengawasan pelaksanaan standar kinerja ope-
rasional pelayanan bandar udara; dan penyia-
pan bahan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 
(SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi perso-
nel bandar udara dan navigasi penerbangan 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 
PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 yang me-
rupakan keinginan untuk menjabarkan keten-
tuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009. Oleh karena masih dalam 
penyiapan, maka belum ada dasar bagi otoritas 
Bandar Udara untuk menjalankan tugas dan 
wewenang utamanya sesuai dengan yang 
dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 angka 45 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa 
Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas 
bandar udara diatur dengan Peraturan menteri.  
Otoritas Bandar Udara adalah lembaga 
pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan 
memiliki kewenangan untuk menjalankan dan 
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan 
pelayanan penerbangan. 
 
Otoritas Bandar Udara Dalam Menja-
lankan Kewenangannya Sebagaimana Pasal 
231Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan seba-
gaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bah-
wa kewenangan untuk mengatur Bandar udara 
berada di tangan pemerintah kemudian melalui 
ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 pemerintah dalam hal ini Menteri 
Perhubungan menyerahkan pengelolaannya 
kepada Otoritas Banda Udara dengan diterbit-
kannya peraturan perundang-undangan dalam 
hal ini PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 
sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.  
Penunjukkan otoritas Bandar Udara untuk 
mengelola Bandar Udara didasarkan atas 
ketentuan Pasal 231 jo Pasal 10 Undang-




taannya  hanya mengatur mengenai tugas dari 
otoritas Bandar Udara, sedangkan mengenai 
kewenangan untuk pengaturan, pengawasan 
dan pengendalian fasilitas dan peralatan 
bandar udara, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian fasilitas dan peralatan bandar 
udara, pengawasan dan pengendalian fasilitas 
dan peralatan navigasi penerbangan; penga-
wasan dan pengendalian pelayanan dan tariff 
jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar 
udara; pengawasan dan pengendalian pelak-
sanaan rencana induk bandar udara; pcnga-
wasan dan pengendalian pelestarian lingku-
ngan; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, 
dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja 
operasional peayanan bandar udara; dan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat 
kompetensi dan lisensi personel bandar udara 
dan navigasi pcnerbangan masih dalam taraf 
penyiapan bahan untuk menyelenggarakan 
kewenangannya.  
Hal di atas berarti bahwa otoritas banda 
udara yang memiliki kewenangan untuk 
menjalankan dan melakukan pengawasan 
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin kesela-
matan, keamanan, dan pelayanan penerbangan 
belum dapat melaksanakan kewenangannya 
karena belum ada dasar yang mengatur. 
Sebagaimana yang termuat dalam Permen 
Hub Nomor 41 Tahun 2001 di dalam babnya 
mengatur mengenai Kedudukan, tugas, fungsi 
dan klasifikasi, susunan organisasi, kelompok 
jabatan fungsional, kelompok inspentur 
penerbangan, wilayah kerja, tata kerja, eselon 
dan lokasi telah memenuhi persyaratan bagi 
otoritas Bandar udara untuk menjalankan 
kewenangan untuk menjalankan dan melaku-
kan pengawasan terhadap dipenuhinya keten-
tuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjamin keselamatan, keamanan, dan pela-
yanan penerbangan, namun belum ada dasar 
untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, 
karena yang dijadikan dasar untuk menjalan-
kan tugas dan kewenangannya masih dalam 
persiapan. 
Sehubungan dengan tugas dan wewenang 
Otoritas Bandar Udara dapat dijumpai dalam 
Pasal 227 sampai dengan Pasal 231 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009. Otoritas 
Bandar Udara ditetapkan oleh dan berta-
nggung jawab kepada Menteri dalam melak-
sanakan tugasnya berkoordinasi dengan peme-
rintah daerah setempat, yang dapat dibentuk 
untuk satu atau beberapa Bandar, dalamhal ini 
Otoritas Bandar Udara Jawa Timur dibentuk 
Bandar udara lain yaitu Jawa Tengah dan 
Kalimantan Selatan. Otoritas Bandar Udara 
tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab 
menjamin keselamatan, keamanan, kelanca-
ran, dan kenyamanan di bandar udara; memas-
tikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan 
keselamatan dan keamanan penerbangan, 
kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; 
menjamin terpeliharanya pelestarian ling-
kungan Bandar udara; menyelesaikan masa-
lah-masalah yang dapat mengganggu kelanca-
ran kegiatan operasional bandar udara yang 
dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi 
lainnya; melaporkan kepada pimpinan terti-
ngginya dalam hal pejabat instansi di bandar 
udara, melalaikan tugas dan tanggung-
jawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak 
menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada 
di Bandar udara; dan melaporkan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri 
sebagaimana Pasal 228 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009. 
Memperhatikan uraian dan pembahasan 
yang berkaitan dengan Mengapa materi mua-
tan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 41 Tahun 2011 tidak sesuai de-
ngan kewenangan Kantor Otoritas Bandar 
Udara dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
41 Tahun 2011 yang merupakan implementasi 
dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tersebut belum mampu 
untuk mengimplementasikan, karena di dalam 
Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 41 Tahun 2011 hanya merupakan 
suatu keinginanuntuk menjabarkan ketentuan 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009. Karena ketentuan  Pasal 28 tersebut 
masih merupakan keinginan untuk menja-
barkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009, maka belum ada dasar 
bagi otoritas Bandar Udara untuk menjalankan 
tugas dan wewenang utamanya sesuai dengan 




yang dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 




Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009, yaitu menjalankan dan melaku-
kan pengawasan untuk menjamin keselamatan, 
keamanan, dan pelayanan penerbangan. 
Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan 
pembangunan dan pengoperasian agar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan terma-
suk melakukan tindakan korektif dan pene-
gakan hukum. Pembinaan Penerbangan dila-
kukan dengan memperhatikan seluruh aspek 
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk 
memperlancar arus perpindahan orang dan/ 
atau barang secara massal melalui angkutan 
udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, 
tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. 
Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan 
didukung oleh instansi terkait yang ber-
tanggung jawab di bidang industri pesawat 
udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, serta keuangan dan perbankan 
sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2009. Kewenangan untuk menjalan-
kan dan melakukan pengawasan terhadap 
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan, kea-
manan, dan pelayanan penerbangan diserah-
kan kepada kepada Menteri Perhubungan yang 
kemudian diundangkan PermenHub Nomor 41 
Tahun 2009 yang diserahkan kepada Otoritas 
Bandar Udara, seyogyanya tidak ditindak 
lanjuti penjabaran lebih lanjut mengenai 
kewenangan dari Otoritas Bandar Udara. 
Untuk itu hendaknya mempertegas ketentuan 
Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009. 
Di dalam Pasal 28 PermenHub Nomor 41 
Tahun 2011 baru dalam bentuk penyiapan 
bahan pengaturan, pengawasan dan pengenda-
lian fasilitas dan peralatan bandar udara;  
penyiapan bahan pengawasan dan pengen-
dalian fasilitas dan peralatan navigasi pener-
bangan; penyiapan bahan pengawasan dan 
pengendalian pelayanan dan tarif jasa keban-
darudaraan serta jasa terkait bandar udara; 
penyiapan bahan pengawasan dan pengenda-
lian pelaksanaan rencana induk bandar udara; 
penyiapan bahan pcngawasan dan pengenda-
lian pelestarian lingkungan;  penyiapan bahan 
pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan pelaksanaan standar kinerja ope-
rasional pelayanan bandar udara; dan penyia-
pan bahan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan Standar Operasional Proscdur 
(SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi per-
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